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ABSTRAK 

 

 

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang 

mempunyai tujuan sama yaitu untuk membentuk keluarga sakinah. Untuk 

menjalin sebuah ikatan dengan perkawinan tentu ada syarat-syarat dan rukun yang 

telah ditentukan agama yang harus dipenuhi oleh kedua pasangan, sebagai syarat 

sahnya suatu perkawinan. Perkawinan masyarakat  nagari Sulit Air selain 

mengikuti aturan agama juga mengikuti aturan  adat Minangkabau, yaitu 

seseorang harus kawin dengan orang yang ada di luar sukunya. Maksudnya ialah 

seseorang tidak boleh kawin dengan orang yang satu suku dengannya. Terkait 

larangan tersebut KAN (Kerapatan Adat Nagari) Sulit Air pada tahun 1972 

mengeluarkan putusan tentang perluasan pintu perkawinan secara adat. Dalam 

putusan tersebut terdapat dalam poin 2 dan 3 bahwa perkawinan sesuku 

dibolehkan di perantauan asalkan berbeda datuk ninik dan masih melarang kawin 

sesuku bagi masyarakat yang ada di Sulit Air. Dari isi putusan tersebut, yang 

menjadi pokok masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah mengapa KAN Sulit 

Air membolehkan perkawinan sesuku di perantauan dan masih melarang kawin 

sesuku di nagari Sulit Air, kemudian bagaimana analisis hukum Tinjauan hukum 

Islam terhadap isi Putusan KAN Sulit Air tersebut. 

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah field research atau 

penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, 

yaitu surat An-Nisā ayat 23 dan 24 yang menjelaskan tentang wanita-wanita yang 

dilarang untuk dinikahi. Selain itu, Penyusun juga menggunakan „urf untuk 

menilai larangan perkawinan satu suku tersebut termasuk ‘urf sahih atau ‘urf 

fasid, apakah adat yang dipakai masyarakat nagari Sulit Air ini bertentangan 

dengan syara‟ atau tidak. 

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dibolehkannya kawin sesuku di 

perantauan karena adat salingka nagari, sebab nagari Sulit Air tidak memiliki 

kewenangan mengatur masyarakat yang berada di luar nagari Sulit Air. sedangkan 

masih dilarangnya kawin sesuku di nagari Sulit Air karena kawin sesuku sama 

saja kawin dengan saudara sendiri, adanya raso jo pareso, dapat merusak tatanan 

adat, dikahawatirkan keturunan dari orang yang melakukan kawin sesuku akan 

lemah, cacat ataupu tidak sempurna. Kemudian dari sudut pandang hukum Islam 

isi putusan KAN Sulit Air tersebut  merupakan ‘urf shahih dikarenakan dilakukan 

berulang-ulang, diterima oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan norma 

agama, dan tidak menimbulkan kerusakan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam 

penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

158/1987 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ة

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ز

 ش

 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

  

Alîf 

Bâ‟ 

Tâ‟ 

Sâ‟ 

Jîm 

Hâ‟ 

Khâ‟ 

Dâl 

Zâl 

Râ‟ 

zai 

sin 

syin 

sâd 

dâd 

tâ‟ 

zâ‟ 

„ain 

 

tidak dilambangkan 

b 

t 

ś 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

„ 

tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 
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 غ 

 ف

 ق

 ك

 ل

 و

ٌ 

 و

 هـ

 ء

 ي

gain 

fâ‟ 

qâf 

kâf 

lâm 

mîm 

nûn 

wâwû 

hâ‟ 

hamzah 

yâ‟ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

‟ 

Y 

ge 

ef 

qi 

ka 

`el 

`em 

`en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 دة يتعّد

 عدّة

Ditulis 

Ditulis 

Muta„addidah 

„iddah 

 

C. Ta’ marbut  ah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis  h 

 حكًة

 عهة

Ditulis 

Ditulis 

H ikmah 

„illah 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah 

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h. 

 ‟Ditulis Karâmah al-auliyâ الأونيبء كساية
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3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 

dammah ditulis t atau h. 

 Ditulis Zakâh al-fiţri انفطس شكبة

 

D. Vokal pendek  

__  َ _ 

 فعم

__  َ _ 

 ذكس

__  َ _ 

 يرهت

fathah 

 

kasrah 

 

dammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a 

fa‟ala 

i 

żukira 

u 

yażhabu 

 

E. Vokal panjang 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

fath  ah + alif 

 جبههية

fath  ah + ya‟ mati 

 تُسى

kasrah + ya‟ mati 

 كـسيى

dammah + wawu mati 

 فسوض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

â 

jâhiliyyah 

â 

tansâ 

î 

karîm 

û 

furûd   

 

F. Vokal rangkap  

1 

 

2 

fathah + ya‟ mati 

 ثيُكى

fathah + wawu mati 

 قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaul 
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G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

ىَت  أ  أ    

تد  ع  أ    

 ىست  ك  ش   ٍئ  ن  

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

A‟antum 

U„iddat 

La‟in syakartum 

 

H. Kata sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. 

ٌسآ  نق  ا    

بسي  نق  ا    

Ditulis 

Ditulis 

Al-Qur‟ân 

Al-Qiyâs 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) 

nya. 

آءً  نس  ا    

ًسنش  ا    

Ditulis 

Ditulis 

As-Samâ‟ 

Asy-Syams 

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

 وضس  انف   يو  ذ  

  َ  ةُ  انس   هم  أ 

Ditulis 

ditulis 

Żawî al-furûd   

Ahl as-Sunnah 

 

J. Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat 

dalam kamus umum bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur‟an, Hadis, 

Salat, Zakat dan Mazhab. 
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2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan 

oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab. 

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari 

negara yang menggunakan huruf latin, misalnya: Quraish Shihab, 

Ahmad Syukri Soleh. 

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya 

toko Hidayah. 
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MOTTO 

 

Kejarlah kesempurnaan,  

maka kesuksesan akan mengikutimu!!! 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di antara kekuasaan Allah Swt ialah Dia menciptakan makhluk hidup 

berpasang-pasangan yaitu jantan dan betina, laki-laki dan perempuan. Namun 

manusia berbeda dengan makhluk lainnya, yang melakukan sebuah hubungan 

seksualitas tanpa adanya suatu ikatan. Allah Swt memberikan kehormatan dan 

derajat yang lebih tinggi kepada manusia dari makhluk lain ciptaan-Nya. Untuk 

menjaga kehormatan tersebut Allah memberikan jalan yang terhormat pula 

kepada manusia dalam menjalin sebuah hubungan antara laki-laki dan 

perempuan yang berdasarkan kerelaan dan diikat dalam sebuah ikatan yang 

disebut perkawinan atau pernikahan. 

Perkawinan merupakan akad antara pria dan wanita untuk hidup bersama 

sebagai suatu ikatan suci antara pria dan wanita dengan tujuan mendapatkan 

keturunan dan membina keluarga dan rumah tangga yang bahagia.
1
 Dalam 

perkawinan tidak hanya berhubungan antara suami dan isteri saja, akan tetapi 

juga berhubungan dengan keluarga suami maupun keluarga isteri. Bahkan tidak 

hanya sebatas itu saja, karena pasangan suami isteri hidup di lingkungan 

masyarakat maka mereka tidak hanya tunduk pada aturan agama dan negara 

                                                           
1
 NJ. Aisjah Dachlan, Membina Rumah Tangga Bahagia..., (Jakarta: JAMUNU, 1969), 

hlm. 47.  
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namun juga tunduk pada aturan-aturan atau norma yang berlaku pada 

masyarakat setempat. 

Menurut hukum Islam tidak semua wanita boleh melakukan pernikahan 

dengan laki-laki. Ada sejumlah wanita yang dilarang dinikahi oleh seorang laki-

laki. Wanita-wanita tersebut sebagaimana disebutkan dalam surat an-Nisa‟ (4) 

ayat 23. Di antaranya ialah dilarang menikahi ibu, anak perempuan, saudara 

perempuan, bibi, anak perempuan dari saudara, ibu yang menyusui, saudara 

sesusuan, mertua, dan menantu. 

Indonesia sering disebut negara kepulauan karena begitu banyaknya 

pulau-pulau yang terbentang di perairan Indonesia, dan juga Indonesia dikenal 

dengan berbagai macam bahasanya yang mana hampir setiap daerah memiliki 

ciri khas bahasa masing-masing. Begitu juga dengan adat istiadat dan 

kebudayaan yang ada di Indonesia, yang memiliki klan, marga, suku, dan ras 

yang berbeda-beda. Minangkabau salah satu kebudayaan Indonesia yang 

menganut sistem kekerabatan matrilineal. 

Minangkabau adalah suatu tempat di Indonesia di mana orang dapat 

menjumpai masyarakatnya yang disusun menurut garis keturunan ibu 

(matrilineal) mulai dari lingkungan yang kecil dari keluarga sampai kepada yang 

lebih besar seperti nagari. Sistem kekerabatan matrilineal atau garis keturunan 

ibu memilki khas tersendiri yaitu setiap anak yang lahir baik laki-laki maupun 

perempuan  dalam perkawinan harus mengikuti klan atau suku ibunya dan suku 

itu akan melekat pada diri seseorang selama-lamanya. 
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Suku merupakan suatu kesatuan masyarakat, di mana anggota-

anggotanya satu sama lain merasa berhubungan dalam pertalian darah dilihat 

dari perempuan yang menurunkan mereka.
2
 Di Minangkabau suku pada 

dasarnya ada 4, yaitu Koto, Piliang, Bodi, dan Chaniago. Seiring 

berkembangnya zaman dan semakin banyaknya penduduk maka suku-suku tadi 

dibagi-bagi hingga masing-masing suku mempunyai cabang. 

Fungsi suku salah satunya adalah ada dalam perkawinan. Di 

Minangkabau bentuk perkawinannya ialah eksogami. Perkawinan eksogami 

merupakan keharusan seseorang yang akan melaksanakan perkawinan untuk 

mencari pasangannya di luar sukunya. Jika seseorang ingin menikah maka 

seseorang tersebut dituntut untuk mencari pasangan di luar sukunya. Misalnya 

seseorang bersuku Koto, maka ia harus mencari pasangan di luar suku Koto, 

seperti Piliang, Chaniago ataupun yang lainnya asalkan tidak mempunyai suku 

yang sama dengannya. Keharusan untuk mencari pasangan di luar suku adalah 

karena di Minangkabau kawin sesuku tidaklah dibolehkan karena dengan 

perkawinan yang eksogam inilah keutuhan suku dapat dipelihara.
3
 

Larangan kawin sesuku ini tidak sama antar wilayah Minangkabau. 

Sebagian besar 50 Koto dan Luhak Tanah Datar
4
 masih tetap memberlakukan 

larangan kawin sesuku, selagi masih dapat ditelusuri silsilah kesamaan suku 

                                                           
2
 Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1997), hlm. 16. 

 
3
 Ibid., hlm. 18. 

4
 50 Koto dan Luhak Tanah Datar merupakan nama daerah yang ada di Sumatera Barat.  
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tersebut maka larangan kawin sesuku masih tetap diberlakukan. Di sebagian 

daerah lain di wilayah Minangkabau seperti sebagian Luhak Agam telah 

membolehkan kawin sesuku dengan berlainan Nagari.
5
 

Oleh karena beragam cara memahami kawin sesuku maka berbeda pula 

pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan pepatah Minangkabau “lain lubuak lain 

ikannya, lain nagari lain pula adat istiadatnya”. Begitu juga dengan nagari
6
 

Sulit Air yang memiliki pemahaman sendiri tentang kawin satu suku. Pada 

mulanya nagari Sulit Air ini mengikuti aturan adat Minangkabau yang dibuat 

oleh nenek moyang mereka bahwasannya perkawinan sesuku tidak 

diperbolehkan atau lebih jelasnya melarang perkawinan sesuku. Namun seiring 

dengan perkembangan zaman dan berjalannya waktu serta bertambah padatnya 

penduduk, maka muncullah wacana-wacana dari para tokoh adat Sulit Air untuk 

melakukan perubahan pada aturan adat khususnya perkawinan. 

Untuk melakukan perubahan pada suatu aturan Minangkabau tidak 

mungkin hanya dengan keputusan atau ide seseorang saja namun harus di 

musyawarahkan terlebih dahulu hingga mendapatkan kata sepakat yang benar-

                                                           
5
 Yaswirman, Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam..., (Jakarta: 

Rajawali Press, 2013), hlm. 142. 

 
6
 Nagari adalah suatu tempat yang mempunyai daerah yang terdiri dari beberapa koto 

dan minimal ada 4 suku dalam satu nagari tersebut. Jika di bandingkan dengan tingkat 

pemerintahan, nagari setingkat dengan desa atau kelurahan. Jika desa atau kelurahan dipimpin 

oleh seorang  kepala desa atau lurah berbeda dengan nagari yang di pimpin oleh wali nagari. 
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benar bulat. Pepatah Minangkabau mengatakan “bulek aia ka pambuluah, bulek 

kato ka mufakat, bulek baru digolekan, pipieh baru dilayangkan”
7
.  

Untuk melakukan sebuah perubahan dalam aturan adat, nagari Sulit Air 

memiliki lembaga adat yaitu KAN (Kerapatan Adat Nagari). Hampir di setiap 

nagari yang ada di Minangkabau memiliki lembaga adat KAN ini. KAN ini 

merupakan sebuah lembaga ninik mamak yang tertinggi dalam nagari, yang 

berfungsi sebagai peradilan adat di nagari. sehingga masalah-masalah yang 

bersifat adat bisa diselesaikan di nagari sendiri dengan bantuan KAN. Seperti 

halnya perkawinan sesuku, di mana perkawinan sesuku yang mulanya dilarang 

dan larangan ini berlaku pada semua kelompok masyarakat adat Minangkabau. 

Dengan adanya KAN di nagari Sulit Air, segala persoalan mengenai adat 

dapat diselasaikan di dalam nagari Sulit Air sendiri tanpa harus melibatkan 

lembaga nagari lain yang memilki kewenangan juga dalam menyelesaikan 

sengketa, seperti halnya lembaga peradilan yang ada di setiap kota atau 

kabupaten. Tidak hanya sebagai lembaga peradilan adat nagari, KAN Sulit Air 

juga membuat sebuah aturan ataupun kebijakan adat yang hanya berlaku bagi 

masyarakat adat Sulit Air. 

Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk nagari Sulit Air makin 

bertambah banyak baik yag di Sulit Air maupun yang di Perantauan, karena 

                                                           
7
 Idrus Hakimy, Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau (Bandung: 

Remaja Rosadakarya, 1994), hlm. 6. 
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banyaknya penduduk DPP SAS (Dewan Pimpinan Pusat Sulit Air Sepakat)
8
 

mengeluarkan prasaran yaitu perlunya melakukan pembaharuan hukum adat 

khususnya dalam bidang perkawinan di Sulit Air, DPP SAS tersebut 

menyarankan adanya perbanyakan suku di Nagari Sulit Air. KAN Sulit Air pun 

menanggapi baik prasaran yang disampaikan DPP SAS tersebut, dan segera 

menyusun panitia perumus untuk menanggapi prasaran tersebut.  Dengan 

prasaran tersebut Akhirnya pada tahun 1972 KAN Sulit Air mengeluarkan 

sebuah putusan yaitu,  keputusan KAN Sulit Air pada tahun 1972 “tentang 

Perluasan Pintu Perkawinan Secara Adat”, yang memutuskan: 

1. Belum sependapat perbanyakan atau penambahan suku sebagai usaha sarana 

perluasan pintu perkawinan secara adat. 

2. Membolehkan/membenarkan perkawinan antar warga Sulit Air yang 

berlainan Datuk Ninik dalam persukuannya secara adat di perantauan dan 

tidak akan dituntut secara adat. 

3. Warga Sulit Air yang tinggal di kampung, bila menghendaki pula 

perkawinan serupa itu, akan dibicarakan lebih mendalam dalam Kerapatan 

Adat Nagari Sulit Air. 

                                                           
8
 SAS merupakan sebuah organisasi yang menghimpun warga Sulit Air baik yang ada 

di perantauan maupun yang ada di nagari Sulit Air. 
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4. Memperingan dan menyederhanakan beban-beban upacara adat 

perkawinan.
9
 

Dalam putusan KAN di atas penyusun mengerucutkan permasalahan 

dalam peelitian ini dengan mengambil isi putusan poin 2 dan 3. Poin 2 dan 3 ini 

merupakan pokok dari isi putusan KAN tahun 1972 “tentang perluasan pintu 

pekawinan secara adat” di Sulit Air. Adanya putusan tersebut  warga Sulit Air 

yang ada di luar Nagari Sulit Air atau di perantauan dibolehkan kawin sesuku 

asalkan beda datuk ninik dan dengan adanya putusan ini terbukalah pintu 

perkawinan yang lebih luas dari sebelumnya hanya boleh kawin kalau beda 

suku. Namun sebaliknya bagi warga Sulit Air yang tinggal di Sulit Air masih 

dilarang untuk melakukan kawin sesuku. 

Dengan putusan KAN di atas yang membolehkan kawin sesuku bagi 

warga Sulit Air yang ada di perantauan namun masih melarang kawin sesuku 

bagi warga Sulit Air yang tinggal di Sulit Air menjadikan alasan penyusun untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang putusan tersebut. Karena, kenapa 

hanya yang diperantauan dibolehkan kawin sesuku sedangkan warga Sulit Air 

yang tinggal di Sulit Air sendiri tidak di perbolehkan? Padahal baik yang ada di 

di perantauan maupun yang tinggal di Sulit Air sama-sama warga Sulit Air. 

                                                           
9
 Isi surat keputusan panitia perumus Kerapatan Adat Nagari sulit Air tentang 

“Perluasan Pintu Perkawinan Secara Adat”. 
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Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penyusun akan membahas 

lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul : Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Putusan Kerapatan Adat Nagari Sulit Air Tahun 1972 Tentang 

Perluasan Pintu Perkawinan Secara Adat Bagi Warga Sulit Air, Kec. X Koto 

Diatas, Kab. Solok, Sumbar. 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penyusun 

membatasi pembahasan ini dengan merumuskan masalah yang dikaji sebagai 

berikut: 

1. Mengapa antar warga Sulit Air dilarang perkawinan sesuku? 

2. Mengapa ada perubahan memperbolehkan kawin sesuku bagi warga Sulit 

Air yang ada di perantauan?  

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan sesuku? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan 

1. Untuk menjelaskan mengapa di Sulit Air dilarang perkawinan sesuku. 

2. Menjelaskan mengapa hanya warga Sulit Air yang ada di perantauan 

diperbolehkan kawin sesuku beda datuk ninik. 

3. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan 

KAN tersebut. 
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Kegunaan 

1. Terjawabnya persoalan yang berkenaan dengan kawin sesuku di Nagari 

Sulit Air. 

2. Sumbangan khasana ilmu pengetahuan pada umumnya dan kepustakaan 

Islam pada khususnya, yaitu dalam bidang perkawinan adat. 

 

D. Telaah Pustaka 

Sejauh penelitian ini, penyusun belum menemukan buku-buku, skripsi, 

tesis, disertasi maupun literatur lain yang membahas secara khusus tentang 

masalah di atas. Akan tetatpi, penyusun menemukan majalah-majalah lokal yang 

membahas sedikit banyaknya tentang keputusan KAN tersebut antara lain : 

Majalah Suara SAS No. 5 yang bertajuk “Perkawinan antara warga Sulit 

Air yang berlainan datuk nyinyiek diperbolehkan/dibenarkan di perantauan” 

dalam majalah ini hanya memberitahukan hasil dari keputusan KAN tahun 1972 

tersebut dengan menunjukkan berkas-berkas sebagai bukti ke absahan keputusan 

KAN tersebut serta dicantumkannya isi keputusan KAN tersebut. 

Di samping tulisan yang dimuat dalam majalah di atas, penyusun juga 

menemukan skripsi-skripsi yang membahas tentang adat khususnya bidang 

perkawinan. Dalam skripsi-skripsi yang penyusun temukan, ada beberapa skripsi 

yang membahas tentang perkawinan yang berlaku di adat Minangkabau. Akan 
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tetapi di antara skripsi-skripsi tersebut tidak ada yang membahas tentang putusan 

KAN Sulit Air tahun 1972 tersebut. Di antara skripsi-skripsi tersebut yaitu: 

Skripsi Yushadeni  yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Larangan Perkawinan Sesuku di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan 

Singingi Propinsi Riau.” Dalam skripsi ini Yushadeni berkesimpulan bahwa 

larangan kawin sesuku tidsk sesuai dengan hukum Islam, karena saudara sesuku 

tidak termasuk dalam orang-orang yang haram dinikahi menurut al-Qur‟an dan 

Sunnah, dan dapat dikatakan bahwa perkawinan sesuku berhukum boleh 

(mubah).
10

 

Skripsi Hendri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Larangan Kawin Sesuku di Batu Bersurat Kampar Riau.” Dalam skripsi ini 

Hendri berkesimpulan bahwa larangan kawin sesuku secara normatif tidak 

sesuai dengan hukum Islam. Karena pertama, tidak ada larangan perkawinan 

sesuku dalam al- Qur‟an dan Sunnah. Kedua, dalam fiqih sudah diceritakan 

secara rinci tentang wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi. Ketiga, 

penetapan „urf sebagai sumber hukum hanyalah yang tidak bertentangan dengan 

dalil-dalil syara‟. Tidak menghalalkan „urf yang haram dan melarang yang 

dibolehkan. Masyarakat menganggap bahwa kawin sesuku itu adalah kawin 

                                                           
10

 Yushadeni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di 

Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau,” Skripsi al-Ahwal asy-

Syakhsiyyah, Fakultas Syari‟ah dan Hukum, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga, 2009. 
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pantang yang dapat mendatangkan malapetaka kepada anak keturunan, misalnya 

terjadi cacat fisik, mental maupun lainnya.
11

 

Skripsi Anif Khusnawati yang berjudul “Larangan Pernikahan antara 

Saudara Sepupu Pancer Wali di Kelurahan Ngantru Kecamatan/ Kabupaten 

Trenggalek Dalam Perspektif Hukum Islam.”  Dalam skripsi ini dijelaskan 

bahwa adat yang melarang pernikahan antara saudara sepupu pancer wali tidak 

trmasuk dalam orang-orang yang haram dinikahi menurut al-Quran dan Hadis, 

perkawinan itu berhukum boleh (mubah). Masyarakat mempunyai ketakutan 

terhadap buruknya keturunan dari hasil pernikahan tersebut.
12

 

Skripsi Arika Suryadi “Perkawinan Sesuku di Nagari Matur Kabupaten 

Agam Sumbar Studi Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama.” Dalam skripsi 

ini dijelaskan bahwa larangan terhadap perkawinan sesuku tidak sesuai dengan 

hukum Islam, namun jika dihubungkan dengan maslahat mursalah maka hukum 

adat tentang perkawinan sesuku ini boleh ditetapkan sebagai hukum.
13

 

Skripsi Nola Putriyah. P “Perkawinan Eksogami Dalam Perspektif 

Hukum Islam (Studi Terhadap Larangan Perkawinan Satu Datuak di Nagari 

                                                           
11

 Hendri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Bersurat 

Kampar Riau,” skripsi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari‟ah dan Hukum, Yogyakarta: 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004. 

 
12

 Anif Khusnawati, “Larangan Perkawinan antara Saudara Sepupu Pancer Wali 

Kelurahan Ngantru Kecamatan/ Kabupaten Trenggalek dalam Perspektif Hukum Islam,” Skripsi 

Fakultas Syari‟ah dan Hukum UNiversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007). 

 
13

 Arika Suryadi, “Perkawinan Sesuku di Nagari Matur Kabupaten Agam Sumbar Studi 

Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama,” skripsi Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Fakultas 

Syari‟ah dan Hukum, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009. 
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Ampang Kuranji Sumatera Barat)” skripsi ini menjelaskan bagaimana sistem 

perkawinan eksogami yang berlaku di Ampang Kuranji dan larangan kawin se 

datuk yang berlaku disana serta pandangan hukum Islam terhadap perkawinan 

tersebut. Sistem perkawinan eksogami ialah seseorang jika ingin menikah harus 

mencari pasangan di luar sukunya, namun karena adanya kebolehan menikah 

dalam suku yang sama asalkan berbeda datuknya. Alasan dilarangnya 

perkawinan se datuak karena semakin bertambahnya penduduk dan adanya 

pengaruh hukum Islam serta adanya raso, pareso, malu jo sopan (rasa, perasaan, 

malu dan sopan). Jika mereka melakukan perkawinan se datuk maka sama saja 

menikahi dunsanak saudara sendiri. Sedangkan pandangan hukum Islam 

terhadap sistem perkawinan eksogami tersebut bahwa adanya penyesuaian 

antara adat dengan hukum Islam dimana yang awalnya di Ampang Kuranji 

melarang kawin se suku akan tetapi sekarang telah dibolehkannya kawin se suku 

dengan membagi datuak di setiap suku.
14

 

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, sudah ada pembahasan 

mengenai keputusan KAN tahun 1972 tersebut namun masih dalam bentuk 

pendapat masing-masing, sepengetahuan penulis belum ada yang melakukan 

penelitian secara langsung terjun kelapangan untuk mengetahui kenapa 

keputusan KAN tersebut hanya membolehkan perkawinan sesuku di perantauan 

                                                           
14

  Nola Putriyah. P, “Perkawinan Eksogami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi 

Terhadap Larangan Perkawinan Satu Datuak di Nagari Ampang Kuranji Sumatera Barat),” 

skripsi Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Fakultas syari‟ah dan Hukum, Yogyakarta: Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga, 2015. 
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saja sedangkan di dalam nagari Sulit Air sendiri masih dilarang dan juga 

bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perkawinan sesuku. 

E. Keragka Teoritik 

Dalam skripsi ini penyusun menggunakan dalil-dalil dari dalam Al-

Quran, yaitu: 

تٌكذىا ها ًكخ ابا ؤكن هي الٌساء الا ها قذ سلف... ولا
15

 

 التي واههتكن الاخت وبٌت الار وبٌت كنوخلت وعوتكن واخىتكن وبٌتكن اههتكن عليكن دشهت

 ئكن ًسا هي دجىسكن في التي ئبكن ؤسبا ًسائكن واههت الشضاعة هي واخىتكن اسضعٌكن

 بكن اصلا هي الزيي ابٌائكن ودلائل عليكن فلاجٌاح بهي دخلتن تكىًىا لن فاى بهي   دخلتن التي

واغفىساسدي كاى الله اى سلف قذ ها الا الاختيي تجوعىابيي واى
16
  

 تبتغىا اى رلكن وساء ها لكن وادل عليكن الله كتب ًكن ايوا هاهلكت الا الٌساء هي والوذصٌت

... فذيي هسا غيش هذصٌيي باهىالكن
17

 

Dalam surat an-Nisa ayat 22 dan 23 di atas, Allah Swt. menyebutkan satu 

persatu wanita-wanita yang karena ada hubungan pertalian darah ataupun sebab 

yang lain dilarang bagi laki-laki untuk mengawininya, dan juga dalam surat an-

Nisa ayat 24 Allah Swt. menambahkan larangan wanita-wanita yang dilarang 

untuk dikawini bagi laki-laki.  

                                                           
15

 An-Nisa‟ (4) :22. 

 
16

 An-Nisa‟ (4) : 23. 

 
17

 An-Nisa‟ (4) : 24. 
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Dalam kitab-kitab fikih telah dijelaskan tentang wanita-wanita yang 

dilarang untuk dikawini. Secara garis besar larangan perkawinan antara pria dan 

wanita terbagi dua, yaitu larangan perkawinan yang berlaku untuk selamanya 

atau abadi dan larangan perkawinan yang berlaku  sementara. 

Pertama, larangan perkawinan selamanya. Wanita yang termasuk dalam 

larangan perkawinan selamanya terbagi dalam beberapa halangan yaitu:
18

 

1. Hubungan kekerabatan 

2. Hubungan persemendaan 

3. Hubungan persusuan 

Kedua, larangan perkawinan sementara. Wanita yang dilarang dikawini 

untuk sementara waktu ialah. 

1. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa 

2. Poligami di luar batas 

3. Larangan karena ikatan perkawinan 

4. Larangan karena talak tiga 

5. Larangan menikahi wanita musyrik yang tidak memiliki agama 

Dalam surat an-Nisa Ayat 22-24 di atas telah dijelaskan wanita-wanita 

yang dilarang untuk dikawini, dengan begitu jelas pula lah wanita-wanita yang 

di perbolehkan untuk dinikahi yaitu, selain wanita yang dilarang yang telah 

                                                           
18

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat 

dan Udang-undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 110-121. 
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disebutkan di atas maka boleh untuk dinikahi dan tidak ada larangan bagi laki-

laki untuk menikahinya. 

Dalam membahas perkawinan yang diatur secara adat, Islam memberikan 

ruang untuk adat itu sendiri agar bisa menjadi suatu hukum. Dalam Islam adat 

selalu dihubungkan dengan „urf (العشف), adapun pengertian „urf menurut bahasa 

yaitu adat atau satu kebiasaan yang terus-menerus.
19

 Ada juga yang mengartikan 

„urf dengan al-ma‟ruf  yaitu sesuatu yang dikenal. Adat dan „urf sebenarnya 

berasal dari bahasa Arab namun kata adat telah diserap ke dalam bahasa 

Indonesia yang baku.
20

 

Berkaitan dengan „urf (العشف) menurut hukum Islam ada beberapa 

macam, yaitu: 

1. „Urf   ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, terbagi menjadi dua 

macam yaitu: 

a. „Urf al-qawliy (العشف القىلي), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam 

penggunaan kata-kata atau ucapan. Seperti kebiasaan orang Arab, 

mereka menggunakan kata walad hanya untuk anak laki-laki bukan 

untuk anak perempuan, sehingga dalam memahami kata walad kadang 

digunakan „urf qauli tersebut. 

b. „Urf al-fi‟liy )العشف الفعلي(   , yaitu kebiasaan yang berlaku dalam 

perbuatan. Seperti jual beli barang yang tidak terlalu bernilai atau 

                                                           
19

 Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 161.  
 
20

 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, cet. Ke-6  (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 386.  
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murah transakasi antara pejual dan pembeli cukup dengan menunjukkan 

barangnya dan serah terima barang dan uang tanpa adanya ucapan akad 

dari penjual dan pembeli. Hala ini tidaklah menyalahi aturan akad 

dalam jual beli. 

2. „Urf  ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, terbagi dalam dua 

macam yaitu: 

a. „Urf  al-„âm )العشف العام(   , yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di 

mana-mana, tanpa memandang Negara, bangsa, dan agama. Seperti 

menganggukkan kepala yang berarti iya dan juga sebaliknya 

menggelengkan kepala yang berarti tidak. 

b. „Urf al-khâṣ (العشف الخاص), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok 

orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku 

ditempat lain. Seperti di suatu daerah di Minangkabau yang melamar 

adalah pihak perempuan bukan laki-laki, ini hanya berlaku disuatu 

daerah tertentu saja dan tidak berlaku ditempat lain. 

3. „Urf ditinjau dari segi peilaian baik dan buruk, terbagi dalam dua macam 

yaitu: 

a. „Urf as-ṣaḥiḥ )العشف الصذيخ(   , yaitu kebiasaan yang dilakukan berulang-

ulang, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, 

sopan santun dan budaya yang luhur. Seperti memberi hadiah atau 

penghargaan atas suatu prestasi yang diraih seseorang. 
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b. „Urf  al-fâsid )العشف الفاسذ(   , yaitu kebiasaan yang berlaku disuatu tempat 

namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan 

santun. Seperti merayakan suatu peristiwa dengan mangadakan pesta 

minuman keras dan kumpul kebo tanpa adanya hubungan nikah 

sebelumnya.
21

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mendapatkan data yang valid 

dibutuhkan cara ilmiah yang  didasarkan pada rasional, empiris, dan sitematis. 

Rasional berarti penelitian yang dilakukan masuk akal, empiris berarti cara-cara 

yang digunakan dapat di amati oleh indera manusia, dan sistematis berarti 

penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.
22

 

Maka dari itu penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyususan skripsi ini adalah 

penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan denga 

cara terjun langsung ke daerah objek penelitian, guna memperoleh data yang 

berhubungan dengan keputusan KAN Tahun 1972 di Sulit Air. 

2. Sifat Penelitian  

                                                           
21

 Ibid., hlm. 389-392. 

 
 
22

 Sugiyono, Metode Penelitan Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2013), hlm. 2.  
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Sifat penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analitis ialah suatu metode 

dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu 

sistem pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang.
23

 Dengan ini penyusun 

memberikan pemaparan secara detail data yang berkenaan dengan 

keputusan KAN tersebut. Selanjutnya data tersebut dianalisis dari sudut 

pandang hukum Islam. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah dittetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
24

 

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para pemuka adat dan 

tokoh-tokoh agama. Adapun sampel dari penelitian ini adalah dalam bentuk  

sampling purposive  yaitu, suatu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu.
25

  Dalam penelitian ini yag menjadi sampelnya 

adalah tokoh-tokoh adat yang ikut serta dalam merumuskan putusan KAN 

tersebut beserta dengan para datuk-datuk suku dan tokoh-tokoh agama. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

                                                           
23

 Mohd. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 54.  
 

24
 Sugiyono, Metode Penelitan Kuantitatif Kualitatif dan R&D, hlm. 80. 

 
25

 Ibid., hlm. 85. 
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Observasi adalah melakukan pengamatan dan pencatatan suatu obyek, 

secara sistematik fenomena yang diselidiki.
26

 Penyusun melakukan 

observasi langsung ke daeah objek penelitian. 

b. Interview 

Interview adalah suatu teknik pengumpulan data untuk memperoleh 

keterangan dengan cara tanya jawab antara koresponden dan responden 

mengenai putusan KAN tahun 1972. Cara interview yang penyusun 

gunakan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk tanya jawab. Di sini 

penyusun telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan di 

ajukan kepada responden. Untuk memperoleh data dan keterangan 

tersebut penyusun melakukan wawancara dengan para tokoh adat 

khususya yang merumuskan putusan KAN tersebut dan tokoh-tokoh 

agama. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data ataau bahan yang berupa 

dokumen. Data tersebut bisa berbentuk dokumen surat, letak geografis 

maupun kondisi  penduduk nagari Sulit Air serta hal-hal yang 

mendukung dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Pendekatan Penelitian 

                                                           
26

 Sukandarrumidi dan Haryato, Dasar-dasar Penulisan Proposal dan Penelitian 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 35. 
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normatif, yaitu pendekatan masalah dengan menilai dan meneliti realita 

yang terjadi pada masyarakat. Apakah ketentuan atau aturan yang dibuat 

sesuai atau tidak dengan memperhatikan nash dan „urf. 

6. Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul dan dioalah sedemikian rupa, yaitu 

setelah dipelajari, dibaca dan diperiksa data yang berkaitan dengan putusan 

KAN tersebut. Maka disusunlah data tersebut menurut bidang pokoknya 

masing-masing untuk dilakukan analisis. 

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi 

terhadap data yang telah tersusun. Analisis ini dilakukan secara kualitatif, 

yaitu analisis tersebut ditujukan terhadap data-data yang sifatnya 

berdasarkan kualitas, mutu, dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat 

dengan tujuan untuk memahami fakta-fakta atau gejala yang benar-benar 

terjadi.   

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam pemabahasan skripsi ini agar lebih terarah, maka penyusunan 

skripsi di bagi dalam bab dan sub bab. Skripsi ini terdiri dari 5 bab dan setiap di 

bagi-bagi dalam beberapa sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut: 

Bab pertama, bab ini merupakan bab Pendahuluan yang menjelaskan 

tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah 

pustaka, dan kerangka teoritik. Ini bertujuan untuk mendeskripsikan  bahwa 
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penelitia ini perlu dilakukan. kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini, dan kemudian sistematika pembahasan 

bertujuan agar tersusunnya suatu karya ilmiah yang sistematis. 

Bab kedua, Larangan Perkawinan Dalam Islam, bab ini memuat tentang 

wanita yang boleh untuk dikawini, wanita yang tidak boleh untuk dikawini, dan 

wanita yang dianjurkan untuk dikawini. 

Bab ketiga, Bagian ini menguraikan tentang Perkawinan Adat 

Masyarakat Sulit Air. Uraian ini dimulai dari gambaran umum nagari Sulit Air, 

kemudian sistem kekerabatan di nagari Sulit Air, perkawinan adat masyarakat 

nagari Sulit Air, dan putusan KAN Sulit Air tentang perluasan pintu perkawinan 

secara adat di nagari Sulit Air. 

Bab keempat, Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan KAN Sulit Air 

tahun 1972, Bab ini merupakan jawaban dari bab satu yaitu alasan kenapa 

perkawinan sesuku dilarang di nagari Sulit Air dan membolehkannya di luar 

Sulit Air atau di perantauan. Kemudian bagaimana padangan hukum Islam 

terhadap putusan KAN yang masih melarang kawin sesuku tersebut. 

Bab kelima, Penutup, yang berisikan kesimpulan dari penelitian ini serta 

saran-saran dari hasil penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dapat 

diambil kesimpulan bahwa: 

1. Dilarangnya kawin sesuku di nagari Sulit Air disebabkan beberapa hal. 

Pertama, orang yang melakukan kawin sesuku dianggap melakukan 

perkawinan dengan saudara sendiri. Kedua, orang yang melakukan kawin 

sesuku dapat merusak tatanan adat, seperti kedudukan urang sumando dan 

ninik mamak tidak jelas dalam adat, sehingga orang yang melakukan kawin 

sesuku tidak terpakai atau berfungsi di dalam adat. Ketiga, adanya raso jo 

pareso di dalam diri masyarakat Sulit Air sehingga enggan ataupun tidak 

ingin untuk melakukan kawin sesuku tersebut. 

2. Bolehnya kawin sesuku bagi warga Sulit Air yang berbeda datuk ninik di 

perantauan disebabkan karena adat salingka nagari, peraturan adat yang 

melarang kawin sesuku hanya berlaku di nagari Sulit Air saja, sehingga 

peraturan adat yang berlaku di Sulit Air tidak berlaku di Perantauan. 

3. Putusan KAN Sulit Air yang membolehkan kawin sesuku asalkan berbeda 

datuk ninik di perantauan namun masih melarang kawin sesuku di nagari 

Sulit Air, merupakan sebuah perubahan hukum adat kepada hukum Islam. 
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Walaupun hukum Islam tidak mengatur tentang kawin sesuku namun ini 

merupakan adat yang sejak lama dijalankan oleh masyarakat adat Sulit Air 

dan larangan kawin sesuku ini diterima oleh masyarakat dan juga tidak 

bertentangan dengan hukum Islam, sehingga dapat dapat dikategorikan ke 

dalam ‘urf as-ṣaḥiḥ. 

 

B. Saran 

1. Kepada masyarakat Sulit Air, mengenai aturan adat tentang larangan kawin 

sesuku agar dapat dilestarikan terus-menerus, dikarenakan memiliki tujuan 

yang lebih baik dan menghidari hal-hal yang nantinya dapat merusak 

keturunan dan terputusnya tali silaturrahmi. 

2. Kepada perangkat adat dan kelompok ulama, agar dapat menuntun generasi 

berikut yang taat beragama dan juga melestarikan nilai-nilai adat yang telah 

dibangun sebelumnya. 

3. Kepada KAN Sulit Air agar dapat memberikan solusi ataupun sanksi kepada 

masyarakat Sulit Air yang telah terlanjur melakukan kawin sesuku 

sebelumnya. Hal ini bertujuan agar terjaganya kelestarian adat nagari Sulit 

Air yang telah dibangun sejak lama. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

TERJEMAH 

BAB I 

No Hlm F.N Terjemah 

01 13 15 Wahai kaum mukmin, janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan 

yang dinikahi oleh bapak-bapak kalian, kecuali yang terjadi pada masa 

jahiliyah. 

02 13 16 Wahai kaum mukmin, diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian, 

anak-anak kalian, saudara-saudara perempuan kalian, bibi-bibi dari pihak 

bapak kalian, bibi-bibi dari pihak ibu kalian, anak-anak perempuan dari 

saudara laki-laki kalian, anak-anak perempuan dari saudara perempuan 

kalian, ibu-ibu yang menyusui kalian, saudara-saudara perempuan yang 

sesusuan, ibu-ibu mertua kalian, anak-anak tiri perempuan kalian yang 

ada dalam pemeliharaan kalian yang ibu-ibu mereka telah kalian kumpuli. 

Jika kalian belum mengumpuli ibu-ibu dari anak-anak tiri perempuan 

kalian, kemudian kalian ceraikan, kalian tidak berdosa menikahi anak-

anak perempuan tiri kalian. Diharamkan bagi kalian menikahi menantu 

perempuan kalian. Kalian tidak boleh memadu antara dua perempuan 

yang bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa jahiliyah. Allah Maha 

Pengampun dan Maha Penyayang kepada semua makhluk-Nya. 

03 13 17 Diharamkan pula kalian menikahi perempuan-perempuan yang bersuami, 

kecuali perempuan-perempuan kafir tawanan perang yang menjadi budak 

kalian, sebagai ketetapan Allah kepada kalian. Dihalalkan bagi kalian 

selain-selain perempuan-perempuan yang diharamkan itu untuk kalian 

nikahi dengan membayar mas kawin, bukan untuk pasangan berzina. 

 

BAB II 

04 22 1 Wahai kaum mukmin, janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan 

yang dinikahi oleh bapak-bapak kalian, kecuali yang terjadi pada masa 

jahiliyah. 

05 23 2 Wahai kaum mukmin, diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian, 

anak-anak kalian, saudara-saudara perempuan kalian, bibi-bibi dari pihak 

bapak kalian, bibi-bibi dari pihak ibu kalian, anak-anak perempuan dari 

saudara laki-laki kalian, anak-anak perempuan dari saudara perempuan 

kalian, ibu-ibu yang menyusui kalian, saudara-saudara perempuan yang 

sesusuan, ibu-ibu mertua kalian, anak-anak tiri perempuan kalian yang 

ada dalam pemeliharaan kalian yang ibu-ibu mereka telah kalian kumpuli. 

Jika kalian belum mengumpuli ibu-ibu dari anak-anak tiri perempuan 

kalian, kemudian kalian ceraikan, kalian tidak berdosa menikahi anak-

anak perempuan tiri kalian. Diharamkan bagi kalian menikahi menantu 

perempuan kalian. Kalian tidak boleh memadu antara dua perempuan 

yang bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa jahiliyah. Allah Maha 
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Pengampun dan Maha Penyayang kepada semua makhluk-Nya. 

06 23 3 Diharamkan pula kalian menikahi perempuan-perempuan yang bersuami, 

kecuali perempuan-perempuan kafir tawanan perang yang menjadi budak 

kalian, sebagai ketetapan Allah kepada kalian. Dihalalkan bagi kalian 

selain-selain perempuan-perempuan yang diharamkan itu untuk kalian 

nikahi dengan membayar mas kawin, bukan untuk pasangan berzina. 

07 25 7 Wahai kaum mukmin, diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian, 

anak-anak perempuan kalian, saudara-saudara perempuan kalian, bibi-bibi 

dari pihak bapak kalian, bibi-bibi dari pihak ibu kalian, anak-anak 

perempuan dari saudara laki-laki kalian, anak-anak perempuan dari 

saudara perempuan kalian. 

08 26 8 (Diharamkan bagi kalian menikahi) Ibu-ibu mertua kalian, anak-anak tiri 

perempuan kalian yang ada dalam pemeliharaan kalian yang ibu-ibu 

mereka telah kalian kumpuli. Jika kalian belum mengumpuli ibu-ibu dari 

anak-anak tiri perempuan kalian, kemudian kalian ceraikan, kalian tidak 

berdosa menikahi anak-anak perempuan tiri kalian, diharamkan bagi kalia 

menikahi menantu perempua kalian. 

09 26 9 Wahai kaum mukmin, janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan 

yang dinikahi oleh bapak-bapak kalian, kecuali yang terjadi pada masa 

jahiliyah. 

10 27 10 (Diharamkan bagi kalian menikahi) ibu-ibu yang menyusui kalian, 

saudara-saudara perempuan kalian yang sesusuan. 

11 31 12 Kalian tidak boleh memadu antara dua perempuan yang bersaudara, 

kecuali yang terjadi pada masa jahiliyah. 

12 32 13 Maka nikahilah oleh kalian perempuan lain yang kalian senangi, dua 

orang, tiga orang atau empat orang. 

13 32 14 Janganlah kalian dengan sengaja membuat janji untuk menikah sebelum 

masa „iddahnya habis. 

14 32 15 Jika seorang suami telah menceraikan isterinya tiga kali, tidak halal bagi 

suami itu rujuk kepada bekas isterinya, sebelum bekas isterinya itu kawi 

dengan laki-laki lain. 

15 33 16 Wahai kaum mukmin, janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik 

kecuali mereka telah beriman. 

16 33 18 Janganlah kalian terikat pada akad nikah dengan perempuan-perempuan 

kafir. 

17 34 19 (menikahi) budak perempuan mukmin sungguh lebih baik daripada 

perempuan musyrik, sekalipun perempua musyrik itu menyenangkan hati 

kalian. 

18 35 21 Dunia itu adalah hiasan, sebaik-baik hiasan ialah wanita yang shalihah. 

19 35 23 Tidak ada sesuatu yang bermanfaat bagi seorang mukmin setelah takwa 

kepada Allah selain isteri yang shalihah. Jika suami memerintahnya ia 

akan taat, jika dipandang menyenangkan, jika dia membagi (giliran) 

untuknya ia menerima, dan jika suami tidak ada ia menjaga kehormatan 

diri dan hartanya 

20 35 25 Perempuan-perempuan bermoral buruk hanya hanya patut menjadi isteri 

bagi laki-laki bermoral buruk. Laki-laki bermoral buruk hanya patut 
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menjadi suami bagi perempuan bermoral buruk. Sebaliknya, perempuan-

perempua yang berakhlak mulia hanya patut menjadi isteri bagi laki-laki 

berakhlak mulia. Laki-laki yang berakhlak mulia hanya patut menjadi 

suami bagi perempuan-perempuan yang berakhlak mulia. 

21 36 27 Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak 

keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan 

banyaknya kalian 

 

BAB IV 

21 63 4 Janganlah kalian menikah dengan kerabat dekat (nasabnya) karena sang 

anak akan lahir dalam keadaan lemah. 

22 66 7 Adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum 

23 66 8 Sesuatu yang telah dikenal karena „urf seperti yang disyaratkan dengan 

suatu syarat. 

24 66 9 Apa yang ditetapkan berdasarkan ‟urf statusnya seperti apa yang 

ditetapkan berdasarkan nash 
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memadukan antara belajar dan mengajar ketika belajar pada sejumlah syekhnya. Setelah itu 

beliau fokus untuk mengajar setelah menggali dan mengkaji semua yang ada pada guru-

gurunya. Dalam sehari beliau mengajar lebih dari sepuluh kajian dengan berbagai disiplin 

ilmu. Beliau menjadi seorang mufti (pemberi fatwa) pada usia dua puluh tahun. Banyak 

permintaan fatwa yang datang kepadanya berasal dari luar Shan‟a padahal guru-gurunya saat 

itu masih hidup. Karena kecerdasannya beliau pernah mempelajari ilmu matematika, fisika, 

psikologi dan etika debat tanpa guru, tetapi dengan cara mengkaji dan membaca (otodidak). 

 

5. Amir Syarifuddin 

Mr. Amir Sjarifoeddin Harahap (ejaan baru: Amir Syarifuddin Harahap) (lahir di Medan, 

Sumatera Utara, 27 April 1907 – meninggal di Surakarta, Jawa Tengah, 19 Desember 1948 

pada umur 41 tahun) adalah seorang politikus sosialis dan salah satu pemimpin terawal 

Republik Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri ketika Revolusi Nasional 

Indonesia sedang berlangsung. Berasal dari keluarga Batak Muslim, Amir menjadi 

pemimpin sayap kiri terdepan pada masa Revolusi. Pada tahun 1948, ia dieksekusi mati oleh 

pemerintah karena terlibat dalam pemberontakan komunis. 

Lahir dalam aristokrasi Sumatera di kota Medan, latar belakang Amir yang kaya dan 

kemampuan intelektual yang luar biasa memungkinkan dia untuk masuk ke sekolah-sekolah 

paling elit. Ia dididik di Haarlem dan Leiden di Belanda sebelum memperoleh gelar sarjana 

hukum di Batavia (sekarang Jakarta). Selama waktunya di Belanda ia belajar filsafat Timur 

dan Barat di bawah pengawasan Theosophical Society. Amir pindah dari Islam ke Kristen 

pada tahun 1931. Ada bukti khotbah ia berikan dalam gereja Protestan terbesar di Batak 

Batavia. 

Ayahnya, Djamin gelar Baginda Soripada (1885-1949), seorang jaksa di Medan. Ibunya, 

Basunu Siregar (1890-1931), dari keluarga Batak yang telah membaur dengan masyarakat 

Melayu-Islam di Deli. Ayahnya keturunan keluarga kepala adat dari Pasar Matanggor di 

Padang Lawas, Tapanuli. 

 

6. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA. 
Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., adalah dosen tetap Fakultas Syari‟ah dan 

Pascasarjana Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta mengajar Fakultas Hukum Universitas 

Islam Indonesia (UII). Karya buku yang lahir dari Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., 

adalah: (1) Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerja sama ACAdeMIA, 1996. (2) Status Wanita di Asia 

Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer 

Indonesia dan Malaysia. Jakarta: INIS, 2002. (3) (Editor) Tafsir-tafsir Baru di Era 

Multikultural. (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga - kurnia Kalam Semesta, 2002,). (4) 

Fazlur Rahman tentang Wanita. Yogyakarta: Tazzafa & ACAdeMIA, 2002. (5) Editor 

bersama Prof. Dr. H. M. Artho‟ Mudzhar, Hukum Kelurga di Dunia Islam Modern: Studi 

Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih. Jakarta: Ciputat Press, 

2003. (6) Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim, 

Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2004. (7) Pengantar Studi Islam. Yogyakarta: 

ACAdeMIA+TAZZAFA, 2007. (8) Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (perdata) 

Islam. Yogyakarta: ACAdeMIa+TAZZAFA, 2007. Dan masih banyak lagi. 
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7. Aisyah Dahlan 

Aisyah Dahlan (lahir di Pariaman, Sumatera Barat, 27 April 1920; umur 95 tahun) adalah 

seorang pejuang kemerdekaan, ulama, pengajar dan politisi Indonesia. Ia pernah aktif 

sebagai anggota Konstituante, anggota MPRS, dan juga dipercaya sebagai Ketua 

Muslimat Nahdlatul Ulama (NU). 

Aisyah menempuh pendidikannya di Meisjes Vervolgschool Pariaman, Sekolah 

Agama Thawalib dan Bovenbouw Darul Maarif di kota Pariaman. Disamping itu, ia juga 

aktif mengikuti berbagai kursus tentang politik dan organisasi serta latihan kepemimpinan, 

seperti Academic Training Course serta Sekolah Guru Islamic College di kota Padang. 

Aisyah merupakan seorang muballighah terkemuka yang aktif berdakwah, baik melalui 

mimbar dakwah maupun melalui tulisan dalam bentuk buku. Sebagai seorang ulama dari 

sebuah organisasi Islam terbesar, Nahdlatul Ulama (NU), Aisyah Dahlan dipercaya sebagai 

Ketua Muslimat NU yang membidangi dakwah, setelah ditunjuk dalam Kongres Muslimat 

NU pada tahun 1979 di Semarang, Jawa Tengah. Sedangkan sebagai politisi, Aisyah pernah 

menjadi anggota Konstituante, dan MPRS pada tahun 1966-1971. 

Adapun Karya tulisnya yaitu: 

 Sejarah Lahirnya Muslimat NU di Indonesia (1955) 

 Membina Rumah Tangga Bahagia (1969) 

 Fatahillah dan Jayakarta (1970) 

 Nabi Muhammad SAW. Rasul dan Pemimpin Ummat (1971) 

 Membina Kehidupan Beragama dalam Keluarga (1973) 

 Menuju Keluarga Sejahtera Bahagia (1974) 

 Wanita antara Monarche dan Monopouse (1978) 
[1]

 

 Seratus Tahun Ibu Kartini (bersama tokoh Muslimat NU lainnya) (1979) 
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DAFTAR PERTANYAAN 

 

1. Pada tahun 1972 KAN Sulit Air mengeluarkan putusan tentang perluasan pintu 

perkawinan secara adat, kenapa KAN Sulit Air mengeluarkan putusan tersebut? 

2. Berapa Suku yang ada di Sulit Air, sehingga keluarnya putusan KAN tersebut? 

3. Kenapa kawin sesuku bagi warga Sulit Air yang ada di perantauan di bolehkan? 

4. Kenapa kawin sesuku di Sulit Air masih di larang? 

5. Apakah ada sanksi bagi orang yang melakukan kawin sesuku di Sulit Air? 

6. Apakah ada dalil sehingga larangan kawin sesuku ini tetap di pertahankan? 

7. Apakah larangan kawin sesuku ini tidak bertentangan dengan hukum Islam? 
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